Salinan

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

:a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan

instrumen evaluasi terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan sebagai pedoman penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang—U'nda.ng Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang  Pembentukan Produk  Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan  Daerah tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;

Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN
2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bojonegoro.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 - 2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional
adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode
20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai
Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2019 - 2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019
sampai dengan Tahun 2024.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya disebut
RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode
20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai
Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya disebut
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk periode 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan
Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, yang selanjutnya
disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode S5 (lima) tahun
terhitung sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2023.
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Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana
pembangunan tahunan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.

Pasal 2

RKPD Tahun 2021 dimulai pada tanggal 1 Januari 2021
dan berakhir tanggal 31 Desember 2021.

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran RPJMD, yang
memuat: Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas
Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja serta Pagu
Indikatif Pendanaannya.

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatas menjadi:

a. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam

menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
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b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
KUA dan PPAS serta Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan

c. alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan.

Pasal 4

(1) Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja
triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja
dan anggaran berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan
indikator kinerja masing-masing program.

(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro paling lambat
14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan.

(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagian analisis
dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang
diajukan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

R ANNA MU’AWANAH
Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

i

Dra. UL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001




